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PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

KEMENTERIAN  PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DEWAN PENGURUS PUSAT

PERSATUAN PERUSAHAAN AIR MINUM SELURUH INDONESIA





NOMOR  : 




NOMOR  : 
TENTANG

PENGGUNAAN, PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN AIR MINUM
KEMHAN DAN TNI
Pada hari ini Sabtu  tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Februari tahun Dua Ribu Sepuluh bertempat di Jakarta, antara pihak-pihak  :
I
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Merdeka Barat 13-14 Jakarta Pusat, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Mayor Jenderal TNI Suryadi M.Sc,  Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, a.n. Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Kesatu.
II
Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (DPP Perpamsi), yang berkedudukan di Jl. Dewi Sartika No. 287 Jakarta Timur, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh DR. Ir. H. Syaiful, DEA, Ketua Umum DPP Perpamsi yang selanjutnya dalam addendum perjanjian ini disebut Pihak Kedua.
Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat bahwa secara sendiri sendiri disebut  “Pihak “, dan secara bersama-sama disebut “ Para Pihak “.

Berdasarkan kewenangan jabatan yang dimiliki masing-masing Pihak, Para Pihak sepakat  untuk membuat perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan  dalam rangka Penggunaan, Penagihan dan Pembayaran Air Minum Kemhan dan TNI dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana terdapat dalam  pasal-pasal  sebagai berikut :
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Pasal  1

Dasar
(1)
Dasar penyusunan perjanjian dari Pihak Kesatu :
a.
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan sebagaimana yang telah diubah dengan peraturan Menhan Nomor : PER/01.a/M/2005 tanggal 13 Juni 2008.
b.
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/06/M/XII/2005 tanggal 22 Desember 2005 tentang Sistem Keuangan Negara di lingkungan Dephan dan TNI.

c.
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/06/M/VII/2006 tanggal 6 Juli 
2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Militer di 
lingkungan Dephan dan TNI.

d.
Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor  : 630/KMK/06/2004/MOU/04/M/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja lain-lain  di lingkungan Dephan dan TNI.

e.
Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : SKEP/1062/XII/2005 tanggal 
22 Desember 2005 tentang Prosedur Pelayanan Daya dan Jasa LGA di 
lingkungan Dephan dan TNI.

f.
Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Departemen Pertahanan Nomor : JUKLAK/34/XII/2009/DJRen tanggal 18 Desember 2009 tentang Prosedur Administrasi pencocokan dan penelitian serta pembayaran anggaran terpusat  LTGA di lingkungan Dephan dan TNI.  
(2)
Dasar penyusunan perjanjian dari Pihak Kedua : 

a.
Keputusan Menteri Dalam Negeri  No. 2 tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian PDAM.
b.
Keputusan Menteri Kesehatan No. 907/MENKES/SK/VII/2002 tanggal 29 Juli 2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.
c.
Keputusan Rapat Dewan Pengurus Pusat Perpamsi pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2010 tentang kewenangan DPP Perpamsi dalam bertindak mewakili PDAM seluruh Indonesia.

d.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perpamsi hasil Mapam XI pada tanggal 1-3 Desember 2009 di Batam.
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Pasal 2
Pengertian
Di dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

a.
Air minum adalah air yang memenuhi syarat kualitas air bersih sesuai dengan ketentuan Menteri Kesehatan yang dikelola oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) atau Perusahan lain yang berafiliasi dengan PDAM.
b.
Pelanggan air minum Kemhan dan TNI adalah semua pelanggan instansi Kemhan dan TNI terdaftar atas nama Kemhan dan TNI yang rekening tagihannya menjadi beban tanggungan negara.
c.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di seluruh Indonesia atau perusahaan lain yang berafiliasi oleh PDAM selanjutnya disebut PDAM

d.
Tagihan rekening air minum instansi Kemhan dan TNI yang menjadi beban tanggungan negara adalah yang dipakai oleh pelanggan Kemhan dan TNI sesuai dengan volume yang tercatat dalam meter air serta diketahui oleh pelanggan dan dilegalisasi  Satuan pembina fungsi teknis daerah.

e.
Prosedur penyelesaian tagihan rekening Air Minum adalah prosedur penyelesaian tagihan rekening air minum secara terpusat yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua dan Pihak Kesatu kepada Kementerian Keuangan RI.

f.
Pencocokan dan Penelitian (Coklit)  adalah mecermati dan mengamati hasil data tagihan yang diajukan oleh masing-masing PDAM wilayah pelayanan setempat dan ditandatangani oleh Satbinis yang dihimpun oleh Perpamsi serta diteruskan kepada Kemhan.
g.
Tim pencocokan dan penelitian (Tim Coklit) adalah Tim yang bertugas melakukan pencocokan dan penelitian kebenaran dan keabsahan tagihan rekening air minum yang diajukan oleh DPP Perpamsi dengan anggota tim coklit terdiri dari Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU, pembina fungsi teknis, pembina fungsi anggaran dan keuangan serta Pihak Kedua.

h.
Pembina fungsi teknis air minum adalah Pembina Lapangan Kekuasaan Teknis (LKT) yang membidangi permasalahan air minum sesuai tingkatan organisasi dari tingkat Kemhan, Mabes TNI, Angkatan dan Kotama/Satker.

i.
Pembina Anggaran dan keuangan adalah pembina fungsi yang mempunyai kewenangan di bidang penganggaran dan pembayaran penggunaan air minum di lingkungan Kemhan dan TNI.
j.
Fungsi Pembiayaan adalah segala usaha dan kegiatan untuk penyediaan/penyaluran dana dalam rangka mendukung otorisasi yang telah dikeluarkan oleh Pimpinan/Otorisator.
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k
Otorisasi adalah kewenangan yang dimiliki pejabat tertentu dalam rangka pengelolaan keuangan negara untuk mengambil tindakan yang berakibat pengeluaran dan atau penerimaan uang atau barang milik negara.

l.
Surat Permintaan Pembayaran Regularisasi (SPPG) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Unit Organisasi yang diajukan kepada Dirminlakgar Ditjenrenhan Kemhan sebagai dasar penerbitan SPP.
m.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang digunakan 
sebagai dasar penerbitan SPM.
n.
Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pusku Kemhan yang diajukan ke KPPN sebagai dasar penerbitan SP2D.
o.
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang diterbitkan oleh   KPPN untuk mencairkan dana yang sumbernya dari DIPA.
p.
Biaya Penyambungan (BP) adalah biaya yang harus dibayar untuk biaya pemasangan, biaya administrasi, uang jaminan langganan, box meter, biaya penyambungan non standar dan meterai. 

q.
Pipa persil adalah pipa yang terpasng setelah meter air PDAM

r. 
Reinstalisasi adalah perbaikan atau peremajaan pipa jaringan setelah pipa persil

s.
Meterisasi adalah pemasangan yang terbaru yang bertujuan untuk pengendalikan pemakaian air
t.
Force Majeure adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan para pihak meliputi peristiwa-peristiwa sebagai berikut : bencana alam, kebakaran, pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, sabotase dan keadaan perang, yang mengakibatkan terjadinya gangguan pelayanan penggunaan  air minum.

Pasal 3
Lingkup Perjanjian
 (1)
Pihak Kedua sepakat menyediakan pelayanan jasa air minum untuk penggunaan  Pihak Kesatu dengan instalasi pipa air sampai pada meteran air melalui PDAM wilayah pelayanan setempat, sedangkan instalasi pipa air setelah meteran air merupakan tanggung jawab Pihak Kesatu.

(2)
Setiap penambahan dan atau reinstalasi penyambung meteran, akan disiapkan oleh Pihak Kedua melalui PDAM wilayah pelayanan setempat, setelah ada pengajuan Pihak Kesatu dengan biaya penyambungan didukung oleh  anggaran Kemhan dan TNI.
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(3)
Dalam keadaan mendesak dan berdasarkan hasil analisa untuk Penghematan, Pihak Kedua atas permintaan Pihak Pertama dapat melaksanakan rehabilitasi/perbaikan/peremajaan pipa persil ataupun reinstalasi dan meterisasi air minum pada Unit Organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI atas biaya beban Negara yang dibayarkan melalui tagihan terpusat anggaran LTGA.
(4)
Dalam rangka efisiensi/penghematan pembayaran tagihan rekening air, para pihak sepakat, jika memungkinkan tersedia alternatif sumber air lain yang layak dan memerlukan investasi baru, maka berdasarkan analisis manfaat dan biaya, pengembalian investasi dimaksud akan dikompensasikan berupa pembayaran jasa rekening air hasil penghematan dimaksud yang akan dibebankan LTGA dalam periode tertentu.  
(5)
Investasi (aset) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatas diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu setelah periode pembayaran yang telah ditetapkan.

(6)
Proses tagihan air minum dilaksanakan setiap  bulan melalui formulir tagihan yang dilegalisasi oleh Satuan pembina fungsi teknis daerah, selanjutnya dilaksanakan pencocokan dan penelitian kebenaran dan keabsahan tagihan oleh tim coklit.
Pasal 4
Kewajiban Para Pihak
(1) 
Pihak Kesatu berkewajiban :

a. Membayar seluruh Biaya Penyambungan (BP) kepada PDAM.

b. Menggunakan air minum hanya  yang melewati meter air dan membayar biaya penggunaan air minum sesuai volume penggunaan yang tertera dalam meter air.
c. Menggunakan Instalasi pipa air minum yang  sesuai dengan ketentuan dari PDAM wilayah pelayanan setempat.

d. Tidak  mendistribusikan air minum keluar persil pelanggan.

e. Tidak merubah letak pipa dinas dan menimbun meter air yang terpasang tanpa persetujuan PDAM wilayah pelayanan setempat.

f. Memelihara dan tidak  membalik arah meter air serta merusak segel pabrik.

g. Tidak melakukan perbuatan menyadap/mengkoneksi pipa air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas sebelum meter air ke pipa persil.
h. Memelihara dan tidak merubah ukuran  pipa dinas  yang terpasang.
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(2)
Pihak Kedua berkewajiban :

a.
Melayani kebutuhan air minum yang dibutuhkan oleh Pihak Kesatu sesuai standar pelayanan konsumen yang berlaku.
b.
Memberikan konsultasi dan supervisi teknis penggunaan air minum sesuai kebutuhan Pihak Kesatu.

c.
Melakukan pemeriksaan jaringan instalasi pipa dinas PDAM dan meter air serta mengkalibrasi secara periodik dan penggantian meter air  yang sudah rusak  melalui PDAM wilayah pelayanan setempat.
d.
Menyiapkan kartu pelanggan melalui PDAM wilayah pelayanan setempat yang berisi data volume penggunaan air tiap bulan  dan kartu pelanggan.
e. Wajib memberikan daftar harga air minum yang telah disahkan oleh pemerintah daerah setempat kepada Pihak Kesatu
f. Pihak Kedua menyiapkan analisis/kajian/proposal sehubungan dengan pasal 3 ayat 3 dan 4

Pasal 5
Hak Para Pihak
(1)
Pihak Kesatu berhak  :

a.
Mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pihak Kedua melalui  PDAM wilayah pelayanan setempat terhadap kualitas air minum yang diterimanya.

b.
Menetapkan kedudukan meter air dipermukaan tanah dilengkapi pengaman sesuai standar PDAM.
c.
Mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pihak Kedua melalui PDAM wilayah pelayanan setempat apabila pencatatan air diragukan kebenarannya.

d.
Mengajukan permohonan penghentian penggunaan air minum kepada Pihak Kedua melalui PDAM wilayah pelayanan setempat untuk pelanggan yang tidak  lagi menjadi beban tanggungan negara.
(2)
Pihak Kedua berhak   :

a.
Menerima pembayaran dari Pihak Kesatu melalui tata cara sesuai ketentuan pada pasal 7.

b.
Menghentikan aliran air minum Pihak Kesatu pada pelanggan PDAM wilayah pelayanan  setempat yang tidak menjadi tanggungan negara.
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Pasal 6
Pembiayaan 
(1)
Pembiayaan penggunaan  air minum yang digunakan oleh Pihak Kesatu dibiayai dari sumber anggaran terpusat Kemhan sesuai dengan volume air yang tercatat di meter air Pihak Kedua.

(2) Apabila sumber anggaran terpusat  Kemhan pada tahun berjalan tidak mencukupi akan dibebankan  pada tahun anggaran berikutnya.
Pasal 7
Tata Cara Pembayaran
(1) Mengacu kepada otorisasi pembayaran air minum pihak kesatu dilaksanakan  setiap bulan dengan dilampiri Berita Acara hasil pencocokan dan penelitian penggunaan air minum oleh Pihak Kesatu sebagaimana di maksud lampiran-1 (prosedur pelayanan dan pengajuan penagihan penggunaan air minum).

(2) Ketentuan pembayaran sebagaimana di maksud pada ayat 1 menggunakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran-2 (tata cara pelaksanaan pembayaran).

Pasal  8
Force  Majeure
(1)
Apabila pelayanan air minum terganggu karena terjadi force majeure maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

a.
Masing-masing pihak memperbaiki kerusakan sesuai tanggung jawabnya.
b.
Pengajuan penagihan penggunaan air minum dihitung sampai saat terakhir sebelum terjadi Force Majeure, pengajuan tagihan selanjutnya setelah waktu normalnya pelayanan air minum hasil perbaikan yang dilaksanakan Para Pihak.
Pasal 9
Jangka Waktu Perjanjian
(1)
Perjanjian kerjasama ini berlaku 5 (lima) Tahun, dengan evaluasi pelaksanaan setiap  Satu Tahun atau pada saat diperlukan
(2)
Perjanjian sebagaimana di maksud pada ayat 1 dapat diperpanjang apabila Para Pihak menghendaki.
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Pasal  10
Pemutusan Perjanjian
Para Pihak  dapat memutuskan perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, atas kesepakatan Para Pihak, melalui permohonan tertulis yang diajukan oleh pihak yang menghendaki kepada pihak lainnya.







Pasal  11
Penyelesaian Perselisihan
(1)
Apabila dikemudian hari timbul perbedaan penafsiran atas ketentuan-ketentuan atau pelaksanaan dari perjanjian ini Para Pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah.

(2)
Dalam hal musyawarah sebagaimana di maksud ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta yang putusannya bersifat final dan mengikat.
(3)
Selama perselisihan dalam proses penyelesaian sebagaimana di maksud ayat (2), Para Pihak tetap  melaksanakan hak dan kewajiban dalam perjanjian ini.







Pasal  12
Perubahan - Perubahan
(1)
Perjanjian ini dapat diubah apabila dipandang perlu atas dasar kesepakatan Para Pihak yang dibuat secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2)
Apabila Pihak Kesatu  bermaksud memperpanjang masa berlakunya Perjanjian ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 9 (sembilan) harus memberitahukan kepada Pihak Kedua tentang jangka waktu perjanjian tersebut dan Para Pihak sepakat merundingkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perpanjangan tersebut. 

Pasal  13
Koordinasi
(1)
Untuk keperluan surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus disampaikan kepada Para Pihak yang bersangkutan pada alamat dan tujuan sebagai berikut : 
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Kemhan :
Direktorat Fasilitas dan Jasa
Ditjenkuathan Kemhan
Telepon
:  021 - 3828776


Fax

:  021 - 3523059

Jln. Tanah Abang Timur No.7 Jakarta Pusat

Direktorat Minlakgar 
Ditjenrenhan Kemhan
Telepon
:  021 - 3832934
Fax

:  021 - 3832934
Jln. Budi Kemuliaan  No. 4-6 Jakarta Pusat
DPP Perpamsi :
Graha Perpamsi Jl. Dewi Sartika No. 287 Jakarta Timur

Telepon
: 021 -  8093 777
Fax

: 021 -  8088 1876
(2)
Apabila salah satu Pihak mengganti atau mengubah alamatnya, maka harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya yang berlaku efektif setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan.

Pasal  14
Lampiran
Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian yaitu sebagai berikut :


a.
Lampiran-1 : Prosedur Pelayanan dan Pengajuan Penagihan Penggunaan 



Air Minum.
b.
Lampiran-2  : Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran.
Pasal  15
Penutup
Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk Pihak Kesatu dan satu rangkap lainnya untuk Pihak Kedua, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak. 

Dengan ditandatangani perjanjian ini, maka perjanjian kerja sama Departemen Pertahanan dan Dewan Pengurus Pusat PERPAMSI Nomor : MoU/21/VIII/2007 dan 004KJB/VIII/2007 Tanggal 4 Agustus 2007 dinyatakan tidak berlaku lagi
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Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak, sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam mendukung Pertahanan Negara. 

	Pihak Kedua
	
	Pihak Kesatu

	
	
	

	DPP Perpamsi  
	
	    a.n.  Menteri Pertahanan

	 Ketua Umum,
	
	    Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan,

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Dr. Ir. H. Syaiful, DEA
	
	Suryadi, M.Sc

	
	
	Mayor Jenderal TNI
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LAMPIRAN-1 PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DEWAN PENGURUS PUSAT

PERSATUAN PERUSAHAAN AIR MINUM SELURUH INDONESIA





NOMOR  :





NOMOR  :

TENTANG

PROSEDUR PELAYANAN DAN PENGAJUAN PENAGIHAN 
PENGGUNAAN AIR MINUM

Pasal  1

Data dan Karakteristik Instalasi Air Minum
(1)
Pipa distribusi adalah pipa saluran air minum dari instalasi pengolahan air minum dengan ukuran diameter pipa :

a.
Air minum untuk instalasi produksi dengan unit pengelolaan air minum dalam skala lebih besar dari 200 liter perdetik dan pendistribusian lebih luas.

b.
Air minum untuk miniplant dengan unit pengelolaan air minum dalam skala lebih kecil dari 200 liter perdetik dan pendistribusiannya terbatas.

(2)
Pipa dinas adalah pipa yang menghubungkan jaringan pipa sampai dengan meter air dengan ukuran diameter pipa  sesuai ketentuan PDAM wilayah pelayanan setempat.
(3)
Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak dalam persil sesudah meter air  dengan ukuran  diameter pipa sesuai ketentuan PDAM wilayah pelayanan setempat.
(4)
Meter air adalah alat untuk mengukur banyaknya penggunaan air yang sudah ditera oleh pejabat yang berwenang dalam  waktu tertentu dengan segel pabrik yang dipasang oleh pabrik untuk mencegah kerusakan meter air pada  alat-alat teknis meter  dan segel dinas yang dipasang oleh PDAM untuk mencegah kerusakan meter air atau sambungan teknis meter air ke pipa air minum.
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Pasal 2

Teknis Distribusi Pemasangan Penyambungan Jaringan 
(1)
Sebelum penyambungan ke pipa dinas, pipa persil harus sudah dipasang dan diuji dengan tekanan sesuai standar yang ditetapkan PDAM wilayah pelayanan setempat dan dilengkapi dengan bak meter sesuai dengan standar yang ditetapkan PDAM wilayah pelayanan setempat.

(2)
Pipa persil harus diadakan pemeriksaan dan pengujian yang hasilnya dinyatakan baik oleh PDAM wilayah pelayanan setempat.

(3)
Khusus untuk bangunan lebih dari satu lantai,  pemasangan pipa persil harus dilaksanakan oleh instalatir yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(4)
Kerusakan pipa yang terjadi pada pipa persil menjadi tanggung jawab Kemhan dan TNI.

(5)
Penyambungan perbaikan dan pemeriksaan pipa dinas, meter air serta kelengkapannya dilaksanakan oleh PDAM wilayah pelayanan setempat.

(6)
Perbaikan atas pipa dinas termasuk kelengkapannya yang diakibatkan oleh kelalaian dan atau  kesengajaan pelanggan, menjadi beban Kemhan dan TNI.

(7)
Sejak pemasangan meter air pelanggan wajib membayar beban sesuai dengan 
ketentuan  yang ditetapkan PDAM wilayah pelayanan setempat. 
(8)
Pipa dinas, meter air dan kelengkapannya yang  dipergunakan dalam        penyambungan air minum ke persil pelanggan, sepenuhnya milik PDAM wilayah pelayanan setempat.

Pasal 3

Perhitungan Penggunaan Air Minum
(1)
Volume air minum yang dipakai pelanggan dihitung setiap bulan sekali sesuai dengan yang tertera meter air.

(2)
Pencatatan volume air  yang tertera  meter air dilakukan bersama oleh petugas yang ditunjuk PDAM wilayah pelayanan setempat dan  petugas dari Kemhan dan TNI.
(3)
Meter air  secara berkala sesuai dengan ketentuan  dan perundang-undangan yang berlaku dilakukan peneraan oleh PDAM wilayah pelayanan setempat.
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(4)
Apabila hasil pencatatan  meter air diragukan kebenarannya maka pelanggan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PDAM wilayah pelayanan setempat untuk dilaksanakan verifikasi pengecekan lapangan dan penarikan meter air untuk peneraan ulang, selanjutnya dibuat keterangan penggunaan yang dinyatakan petugas PDAM wilayah pelayanan setempat dengan petugas Kemhan dan TNI.

Pasal 4

Pengajuan Tagihan
(1)
Daftar tagihan menggunakan ketentuan yang ditetapkan dengan bentuk :

a.
Formulir tagihan reguler untuk pengajuan setiap bulan bagi pelanggan yang telah ditetapkan dalam daftar yang menjadi beban negara.

b.
Formulir tagihan susulan untuk pengajuan yang terlambat untuk diajukan secara reguler atau adanya penambahan pelanggan baru ditetapkan menjadi beban negara dengan disertai  keterangan alasan yang dibuat oleh pembina fungsi teknis daerah dan PDAM wilayah pelayanan setempat.

c.
Formulir tagihan ulang untuk pengajuan yang ulang akibat dipending atau diajukan setelah adanya verifikasi diikuti pernyataan dari pihak Kemhan dan TNI dan DPP Perpamsi.

Pasal  5
Pengawasan Dan Koordinasi Teknis Pelayanan
(1)
Pengawasan Kemhan dan TNI dilakukan oleh Dansatker, Satuan pembina fungsi 
teknis 
daerah dengan PDAM wilayah pelayanan  setempat. 
(2)
Prosedur penanganan dan pemeliharaan instalasi air minum dilaksanakan sesuai dengan adanya kerusakan dan kebutuhan penambahan atau pengurangan volume air.
(3)
Jalur Koordinasi antara Kemhan dan TNI dengan  DPP Perpamsi dilaksanakan 
melalui satuan pembina fungsi teknis secara bertingkat dari daerah sampai ke 
tingkat pusat.
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Pasal 6
Perubahan atau Amandemen
Apabila prosedur pelayanan dan pengajuan penagihan penggunaan air minum ada perubahan dilakukan secara tertulis dengan persetujuan kedua belah pihak.

	Pihak Kedua
	
	Pihak Kesatu

	
	
	

	DPP Perpamsi  
	
	    a.n.  Menteri Pertahanan

	 Sekretaris Umum,
	
	Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan

	
	
	Direktur Fasilitas dan Jasa,

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Ir. H. Agus Sunara
	
	Didik Imam Sutrasno

	
	
	Brigadir Jenderal TNI
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LAMPIRAN-2 PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN AIR MINUM SELURUH INDONESIA





NOMOR  :





NOMOR  :

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN 
Pasal 1
Pembiayaan
(1)
Penagihan Air Minum oleh DPP Perpamsi kepada Kemhan menggunakan Sumber Anggaran Terpusat Kemhan sebagaimana tercantum dalam pasal 6 Perjanjian Penggunaan Penagihan.
(2)
Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pagu yang telah ditetapkan dalam Anggaran Terpusat Kemhan.
(3)
Tagihan penggunaan air minum yang tidak dapat dibayarkan pada bulan dalam tahun anggaran berjalan akan ditagihkan pada tahun berikutnya dengan menggunakan anggaran terpusat tahun yang akan datang.
Pasal 2
Pelaksanaan Pembayaran
(1) Mengacu kepada Otorisasi,  pembayaran tagihan air minum kepada DPP Perpamsi dilaksanakan setiap Bulan setelah dilaksanakan pencocokan dan penelitian.  
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(2) Pembayaran dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan langsung dari Rekening Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang ditunjuk kepada Rekening Perpamsi.
(3) Biaya transfer untuk pemindahbukuan langsung dari Rekening Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan kepada Rekening Perpamsi menjadi beban Perpamsi.

Pasal 3

Prosedur Penyelesaian Pembayaran Tagihan
(1) Berkas tagihan penggunaan air minum dari Kemhan dan TNI harus dilaksanakan pencocokan dan penelitian kemudian hasilnya dituangkan dalam Berita Acara untuk masing-masing Unit Organisasi, selanjutnya dikompilasi menjadi Berita Acara tingkat Pusat.

(2) Atas dasar Berita Acara coklit, Unit Organisasi menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Regularisasi (SPPG) yang dikirimkan kepada Ditjen Renhan Kemhan.

(3) Surat Keputusan Otorisasi Menteri (SKOM) dilaksanakan setiap triwulan dan diterbitkan pada awal triwulan Tahun Anggaran berjalan.
(4) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Ditjen Renhan Kemhan berdasarkan SPPG, SKOM, Berita Acara dan Kwitansi dari DPP Perpamsi, untuk selanjutnya dokumen-dokumen tersebut dikirim ke Pusku Kemhan.

(5) Atas dasar dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas, Ka Pusku Kemhan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan ke KPPN.
(6) Atas dasar SPM Pusku Kemhan,  KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai bukti pembayaran tagihan penggunaan air minum DPP Perpamsi.

Pasal 4

Tata cara Pelaksanaan Pembayaran ini dibuat untuk masa penggunaan air minum 5 (lima) tahunan dan setiap tahunnya diadakan evaluasi.

Pasal 5

Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata cara pelaksanaan pembayaran ini akan diatur/ditentukan kemudian dengan persetujuan tersendiri.
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Pasal 6

Perselisihan yang timbul akibat tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan di atas diselesaikan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Perjanjian ini.
	DPP Perpamsi
	
	a.n. Direktur Jenderal

	Sekretaris Umum,
	
	Perencanaan Pertahanan

	 
	
	Direktur Administrasi Pelaksana Anggaran,

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Ir. H. Agus Sunara
	
	Drs. Abdullah, Msi

	
	
	Pembina Tk I Gol. IV/B NIP 196011291986031001



RENCANA ACARA PENANDATANGANAN 
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KEMHAN DENGAN PERPAMSI 
TENTANG PELAYANAN PENGGUNAAN DAN PENAGIHAN PEMBAYARAN AIR MINUM

I.
Hari, Tanggal,  Waktu Dan Tempat
Hari
:
Sabtu 
Tanggal
:
27 Februari 2010
Waktu
:
09.30 s.d. Selesai
Tempat
:
Hotel Santika – Petamburan Jakarta
II.
Pejabat Acara Penandatanganan Perjanjian

Penandatangan Naskah
:

1.
Mayjen TNI Suryadi, M.Sc




Dirjen Kuathan Kemhan
2.
DR.Ir.H. Syaiful,DEA 






Ketua Umum DPP Perpamsi
3.
Brigjen TNI  Didik Imam Sutrasno 

Dirfasjas Ditjen Kuathan Kemhan
4.
Drs. Abdullah, Msi

Direktur Administrasi Pelaksana Anggaran Ditjen Renhan Kemhan
5.
Ir. H. Agus Sunara 

Sekretaris Umum DPP Perpamsi
Pembawa Acara

:
-
DPP Perpamsi
Pembawa Baki

:
1.
PNS  A. Tri Novianto
2.
DPP Perpamsi
III.
Peserta Acara/Undangan
1.
Sesditjen Kuathan Dephan
2.
Kol. Czi Drs. Kartolo
3.
Kol.  Cku Bambang Saputra
4.
Letkol Czi Juwono Prabawadi

5.
Drs. Budi Ratmono MM

6.
Ir. A. Tri Novianto MM

7.
Ir. Purwoko
8.
Drs H. Mukri Rahman
9
Krisman S, SE
10.
Ruswanto
11.
Radiyo
12.
Fauzul  Mufid
13.
Dasuki Martono S.






Paraf :
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Kasubdit Min	:











